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Abstrak
Balapan liar melibatkan kendaraan roda dua, dan merupakan balapan ilegal yang dilarang oleh Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut sebagai UU LLAJ). Remaja sekarang ini lebih menuruti ego dari pada keselamatan dirinya, sekarang ini banyak dijumpai anak muda sekolah dari SMP sampai SMA melakukan kegiatan balapan liar sepeda motor, kegiatan ini bisa dibilang sebagai hobi oleh mereka, penuh tantangan dan sportifitas yang mereka rasakan. Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur lalu lintas, di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 dan Pasal 297 tentang ketentuan pidana melakukan balap liar UU LLAJ. Penelitian ini mempunyai tujuan yakni untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Besar Surabaya dalam kasus balap liar yang ada di wilayah Surabaya dan mengetahui serta memahami kendala dalam proses penegakan yang dilakukan pihak penyidik Kepolisian Surabaya dalam penanganan kasus balap liar merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di Surabaya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari informan yang berasal dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya, pelaku balap liar masyarakat di sekitar lokasi balap liar. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian terkait Penegakan Pasal 115 (Tentang Balap Liar) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat 2 (dua) hal di lapangan yang penulis temukan dan dirasa penting. Hal pertama adalah bahwa di lapangan aparat yang berwajib menggunakan dua cara yakni upaya Preventif dan Represif. Kemudian hal kedua, Belum maksimalnya hal ini disebabkan pelaku balap liar yang terjaring operasi/tertangkap oleh pihak Satlantas Polrestabes Surabaya tersebut rata-rata mereka masih dalam usia sekolah. Selain beberapa hal penting diatas, penulis merasa bahwa hambatan dalam penanganan balap liar ini adalah kurang intensifnya kordinasi antara Polrestabes Surabaya dengan pihak Pengadilan Negeri Surabaya dan terlebih kerjasama dari pihak masyarakat. Sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya, masyarakat seharusnya lebih peduli dan segera melaporkan terkait adanya pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah tempat tinggalnya.
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Abstract
Wild races involving two-wheeled vehicles, and it is illegal racing which is prohibited by Law No.22 Year 2009 about Traffic and Road Transportation (here in after referred to as the Law LLAJ). Teenages today are more follow their ego than their safety, nowadays many youngs found from junior high school till senior high school conduct wild motorcycle races activity, this activity can be regarded as their hobby, full of challenges and sportsmanship they feel. Not infrequently their activities originated from a sense of fun or competition to obtain something, pitting their motor speed. Indonesia as the law state has issued regulations governing traffic, which is inside it there is a ban on wild races provisions, namely Article 115 and Article 297 of the Law LLAJ about provision of perform illegal racing. Legal research is an empirical legal research. The approach used in this study is a qualitative approach, research location is in Surabaya. The type of data used are primary and secondary data. Data obtained from informants who came from Surabaya Polrestabes Traffic Unit, wild racer and peoples around the location. The analysis used in this study is qualitatively. The research result of Enforcement of Article 115 (about illegal racing) Law No. 22 Year 2009 about Traffic and Road Transportation there are two (2) things on the field that researcher had found and considered important. The first thing is that the authorities in the field must using two ways which are preventive and repressive efforts. Then the second thing, not yet maximal action against wild race doer is because the wild race doer which netted in operation / caught by the Surabaya Polrestabes traffic unit averagely still underage or still in school age. In addition to some important things above, researcher feels that obstacles in the handling this wild races is less intensive coordination between Polrestabes Surabaya and Surabaya Civil Court side and especially the cooperation of the society. As the side that the interests had been injured, peoples should be more concerned and immediately report related to the violation of law that occurred in the area where they lives.






Lomba balap sepeda motor tidak hanya bisa kita saksikan melalui siaran televisi, tetapi aktivitas sejenis juga banyak digemari remaja didaerah perkotaan. Salah satu diantaranya adalah aktifitas balap liar yang terdapat di kawasan jalan Dharmawangsa Surabaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Karmen, dimana pelanggaran lalu lintas berupa balapan liar masih terjadi di malam hari pada hari Sabtu. Selain yang ada di Karmen, masih terdapat beberapa tempat di Surabaya yang menjadi tempat misalnya, di daerah Ngagel jaya yang menggunakan jalan umum sebagai tracknya. Kemudian di daerah Kali Judan yang menggunakan jalan raya padat kendaraan sebagai tracknya. 
Tidak hanya di tiga tempat itu saja yang digunakan sebagai ajang balap liar, berikut merupakan lokasi yang sering digunakan sebagai ajang balap liar di Kota Surabaya seperti Prapen, Hr.Muhammad, Demak, Citra Land, Unesa Lidah Wetan, Jalan Demak, Wiyung, Jalan Karang Menjangan, Jalan MERR Kalijudan, Jalan Raya Kenjeran, Jalan Ngagel Jaya Selatan, Jalan Manyar Kertoarjo, Jalan Gunung Anyar, Kawasan Osowilangun, Jalan Rajawali, Karang Pilang, Jalan Kertajaya, Kapas Krampung, Suramadu, Tegalsari, Jalan Juanda Sidoarjo.​[1]​ Daerah yang telah disebutkan diatas merupakan tempat yang dianggap strategis dan layak untuk melakukan balap liar sehingga perlu adanya penegakan mengenai lokasi dimana terjadi balap liar tersebut menjadi tempat kebiasaan beradu balap liar.
Balapan liar tersebut melibatkan kendaraan roda dua maupun roda empat, dan merupakan balapan illegal yang dilarang oleh UU LLAJ. Remaja sekarang ini lebih menuruti ego nya dari pada keselamatan dirinya, sekarang ini banyak dijumpai anak muda sekolah dari SMP sampai SMA melakukan kegiatan balapan liar sepeda motor, kegiatan ini bisa dibilang sebagai hobi oleh mereka, penuh tantangan dan sportifitas yang mereka rasakan. Tidak jarang dari kegiatan yang mereka lakukan ini berawal dari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal, mengadu kecepatan motor yang dimilikinya, berebut pacar atau uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan dari kegiatan balap liar ini.
Mayoritas dari mereka yang melakukan balap liar ini adalah usia muda  dimana dalam usia ini kebanyakan dari mereka belum sampai memikirkan sebab dan akibat yang akan terjadi pada diri mereka atas perbuatan yang dilakukannya. Sebelum melakukan balapan liar sepeda motor, mereka terlebih dahulu mengadakan perjanjian dalam menentukan tempat balapan atau daerah yang di inginkan sebagai arena balapan, kemudian mereka mempersiapkan dan memperbaiki kendaraan serta menambah dan memodifikasi motor agar kiranya bisa berjalan secepat kancil atau kuda liar dalam balap liar  yang mereka lakukan.
Balapan liar ini sering dilakukan di tempat atau jalan yang  sepi dan aspalnya bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, mereka melakukan balapan liar ini biasanya pulang sekolah atau disabtu malam. Pada jam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya disepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi. Bahkan jika terdapat patroli polisi, mereka semakin sangat tertantang dan mereka tidak membubarkan diri namun mereka berpindah untuk mencari tempat lain yang dapat dijadikan arena perlombaan balapan liar. Balapan liar ini sesungguhnya sangat beresiko jika dilakukan di tempat umum bukan ditempat atau sarana balapan yang telah di sediakan seperti kecelakan lalu lintas, menghilangkan nyawa pengendara lain yang melintas, polusi suara oleh suara bising knalpot kendaraan dan yang paling penting yakni mengakibatkan para pembalap liar terjerat sanksi pidana.
Melihat kondisi diatas, karena Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala perbuatan/tindakan yang dilakukan senantiasa berdasarkan aturan hukum. Begitu juga berkaitan tentang kehidupan berlalulintas harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di negara ini. Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 UU LLAJ yang tertulis, Bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor di jalan dilarang:
a.	Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tingi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau
b.	Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.
Pasal 297 UU LLAJ tentang ketentuan pidana melakukan balap liar tertulis, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan piddana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Berikut ini beberapa ketentuan batas kecepatan kendaraan anda:  (Dalam kota 50 Km/Jam,Luar kota 80 Km/Jam,Pemukiman (keramaian) 25 Km/Jam,dan Jalan bebas hambatan 100 Km/Jam. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 287 ayat 5 melanggar aturan batas kecepatan UU LLAJ​[2]​.
Observasi awal yang dilakukan pada balapan liar ini menemukan bahwa pelaku yang terlibat dalam balap liar masih banyak yang belum ditindak oleh Petugas Penyidik yakni pihak Kepolisian Surabaya. Peneliti juga menemukan oknum penyidik hanya bertugas melakukan patroli biasa dan hanya pada waktu tertentu saja terkait dengan tempat atau jalan yang sering digunakan oleh para pelaku untuk melakukan balap liar. Hal tersebut merupakan celah yang sering dimanfaatkan para pelaku balap liar untuk melakukan kegiatan balap motor. pada kasus ini yang sering terjadi adalah pada pelaku utama baik pengendara motor balap liar dan pelaku yang memfasilitasi terjadinya balap liar masih belum optimal dalam penanganan/penindakan lebih lanjut dikarenakan polisi kesulitan dalam mencari pelaku utama tersebut. Terkait orang yang memfasilitasi adanya balap liar tersebut adalah oknum yang merupakan bandar judi dari balap liar.
Balap liar ini dapat menyebabkan kecelakaan yang sangat berat pada pelakunya karena kendaraan bermotor yang ditumpanginya berkecepatan tinggi dan melebihi batas yang dianjurkan oleh peraturan yang berlaku terkait dengan batas kecepatan Pasal 287 ayat (5) UU LLAJ. Balap liar juga juga menimbulkan kebisingan dari suara kendaraan balap motor yang mengganggu ketentraman masyarakat sekitar lokasi balapan liar. Hal tersebut juga dapat menimbulkan kegaduhan serta menyebabkan polusi udara pada saat balap liar dilakukan. unsur-unsur tersebut seharusnya pelaku balap liar sudah dapat dikenakan Pasal dalam hal pelanggaran umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditulis dalam Pasal 503 ayat (1), yaitu tentang kegaduhan yang dilakukan malam hari yang mengakibatkan ketentraman menjadi terganggu, sehingga dapat diancam dengan hukuman pidana berupa kurungan atau denda.
Seringkali bahwa hal yang dilakukan oleh para pelaku balap liar sangat merisaukan warga sekitar tempat dilakukannya balap liar. Tidak jarang pula bahwa jalan yang digunakan sebagai arena balapan adalah jalan arteri atau jalan raya yang digunakan oleh masyarakat umum dalam berkendara setiap hari. Apabila dalam melakukan balap liar tersebut telah terjadi tindak kriminal yang lain, maka perlu adanya sebuah penindakan yang tegas oleh petugas penyidik dari Kepolisian yang beroperasi di daerah Surabaya. 
Rumusan Masalah yang akan dijawab dalam penelitian adalah, 
1.	Bagaimana penegakan hukum Pasal 115 (Tentang Balap Liar) undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh Kepolisian Polrestabes di wilayah Surabaya?
2.	Hambatan apakah yang dihadapi Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam penegakan hukum Pasal 115 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang kasus balap liar?
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Besar Surabaya dalam kasus balap liar yang ada di wilayah Surabaya, dan mengetahui serta memahami kendala dalam proses penegakan yang dilakukan pihak penyidik Kepolisian Surabaya dalam penanganan kasus balap liar

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.​[3]​ 
Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya. Informan penelitian ini berasal Satlantas dalam hal ini adalah KBO (Preventif) dan BAMIN (Represif) tilang yang bertugas di wilayah POLRESTABES Surabaya dan pelaku balap liar tersebut serta masyarakat sekitar lokasi yang sering dijadikan balap liar kota Surabaya.
Pada penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari.Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung  antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi.
Dokumentasi yaitu data sekunder dalam penelitian yang berhubungan dengan surat-surat, foto-foto atau gambar-gambar yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan langkah-langkah pengolahan data, seperti mereduksi data, langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.Tahap selanjutnya adalah penyajian, setelah informasi dipilih maka disajikan dalam bentuk tabel, ataupun uraian penjelasan. Tahap terakhir adalah menganalisis data yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dan diberikan saran.
Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menafsirkan dan merumuskan data sehingga dapat memberikan gambaran tentang penegakan oleh penyidikan terhadap kasus balap liar yang berada pada daerah Surabaya.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Hasil Penelitian
Adapun hasil wawancara dengan polisi menyatakan dalam Pasal 115 UU No. 22 Tahun 2009 yakni, huruf a dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, serta huruf b yakni dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. 
Menurut penjelasan dari pihak kepolisian bahwa balap liar merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan menggunakan jalan umum pada waktu tertentu biasanya malam dan dini hari. Kapanpun pelaksanaan balap liar di jalan umum adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan sudah memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 UU LLAJ.
Penegakan terkait pasal 115 UU LLAJ merupakan delik biasa artinya semua aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan delik absolute artinya berlaku mengikat kepada setiap Warga Negara Indonesia yang mengemudikan kendaraan di jalan raya. Tanpa adanya laporan dari masyarakat, pihak Kepolisian melakukan upaya Traffic Law Enforcement apabila di temukan adanya anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran. Perlu diketahui pula perlunya penegakan terhadap balap liar karena banyak yang dirugikan dengan adanya pelanggaran ini, baik dari masyarakat dan mereka yang terancam keselamatannya dijalan oleh kegiatan balap liar.
Pihak kepolisian juga memberi gambaran tentang Traffic Law Enforcement yakni, merupakan sebuah sistem yang bertujuan sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas. Balap liar tentu saja merupakan pelanggaran lalu lintas, adapun pelanggar akan dikenakan sanksi berupa bukti pelanggaran (tilang) dengan barang bukti yang di sita kendaraan bermotor. Pasal yang dikenakan antara lain:
a.	Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g dan Pasal 115 huruf a
b.	Pasal 297 jo Pasal 115 huruf (b)
Sesuai pada penjelasan Pasal 106 UU LLAJ bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Adapun peserta balap liar sudah jelas tidak mengemudikan kendaraannya dengan wajar. Selain hal tersebut, ada batasan kecepatan yang dinyatakan dengan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna jalan. Sudah jelas peserta balap liar tidak akan mematuhi rambu batas kecepatan.
Dalam Pasal 297 merupakan ketentuan pidana bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Artinya bahwa setiap pengemudi kendaraan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja berbalapan di jalan umum dengan kendaraan lain maka dapat dikenakan pidana kurungan atau denda. 
Pasal 115 UU LLAJ menentukan bahwa ada larangan mengenai pengemudi kendaraan yang memacu kendaran bermotornya yang melebihi batas kecepatan yang ditentukan, kemudian ditambah dengan adanya larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Jika melanggar maka dikenakan adanya sanksi pidana terhadap pelaku tersebut. Pasal 115 UU LLAJ mengisyaratkan adanya praktek balap liar, dikarenakan unsur-unsur dari balap liar tersendiri telah terpenuhi dalam Pasal 115 UU LLAJ yakni melanggar batas kecepatan dan balapan dengan kendaraan lain di jalan umum. 
Terkait adanya tindak balap liar, unsur Pasal 115 huruf b UU LLAJ juga terdapat didalamnya untuk itu pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian khusunya pihak Polrestabes Surabaya dapat menindak pelaku balap liar dengan dua pasal tersebut dalam hal ini Pasal 115 huruf a dan huruf b UU LLAJ. Menurut pihak penjelasan dari pihak kepolisian membenarkan dari keterangannya bahwa 
“Pasal 115 UU LLAJ adalah sebuah hukum positif yang berlaku mengikat kepada setiap Warga Negara Inonesia yang mengemudikan kendaraan.”  
Polrestabes Surabaya melalui bapak Aiptu Iswoko menjelaskan bahwa Polrestabes mempunyai langkah kongkrit baik dalam upaya preventif maupun represif. Upaya preventif yang dilakukan pihak Polrestabes Surabaya adalah melakukan Sosialisasi yang ditargetkan pada sekolah-sekolah dikarenakan sebagian besar pelaku balap liar adalah remaja. Upaya preventif selanjutnya melakukan patroli periodik pada waktu-waktu balap liar dilaksanakan yaitu pukul 23,00-04,30 khususnya pada hari sabtu dan minggu. Upaya terakhir adalah operasi pencegahan yang dilakukan di sekitar lokasi yamg terindikasi lokasi balap liar.
Bapak Aiptu Iswoko menjelaskan sebagai berikut bahwa upaya yang dilakukan kepolisian dalam rangka mencegah balap liar, hal ini mempunyai beberapa cara dapat melalui, sosialisasi, operasi pencegahan, dan patroli periodik. Sosialisasi yang dilakukan pihak Polrestabes Surabaya banyak menargetkan pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Sebagian besar sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan memberi pengetahuan kepada siswa tentang bagaimana pelaksanaan tata cara berlalulintas yang baik dan bahaya yang ditimbulkan oleh balap liar. Target dari pihak Polerstabes Surabaya adalah meminimalisir sekecil mungkin intensitas balap liar di Surabaya. Harapan dari Polrestabes Surabaya dengan adanya sosialisasi dari pihak Polrestabes Surabaya adalah semakin mendekatkan pihak kepolisian dengan masyarakat khususnya para pelajar sebagai wujud tugas pihak kepolisian. Pihak polrestabes mempunyai keinginan para pelajar juga dapat membantu pihak kepolisian dalam wujud memberi informasi terkait balap liar sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisisan secara langsung.
Polrestabes Surabaya melakukan operasi periodik pada jam yang dapat dikatakan rawan terjadi balap liar. Menurut Bapak Aiptu Ismoko operasi periodik dilaksanakan dengan menggunakan mobil patroli polisi. Jadi, apabila terjadi balap liar agar tidak ada kesempatan untuk balap liar. Mengenai mekanisme dalam patroli dilakukan pada tempat yang sering dijadikan arena untuk balap liar. Penuturan lebih lanjut yakni mengenai waktu patroli dilakukan setiap hari, khusus mengenai balap liar yang dilakukan malam hari yakni pukul 23.00 sampai jam 04.30.
Pihak Polrestabes Surabaya memberi himbauan kepada masyarakat agar melakukan laporan atau melaporkan kepada kami sebagai penegak hukum. Laporan hanya kami dapat apabila dilakukan patroli saja. Masyarakat tidak pernah menghubungi untuk melaporkan ke polisi terdekat. Masyarakat lebih memilih untuk membiarkan saja apabila terjadi balap liar. 
Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya tentunya, mempunyai tindakan yang dilakukan sebagai upaya penegakan Pasal 115 UU LLAJ meliputi sebagai berikut:
1.	Melakukan patroli dengan kendaraan dinas pada setiap waktu dan daerah tertentu yang dianggap potensial 
2.	Melakukan operasi atau razia terhadap kendaraan bermotor dalam menegakan peraturan di jalan raya
3.	Membentuk tim khusus untuk mencegah dan menindak perbuatan balap liar
4.	Bagi para pelanggar akan dikenakan blangko tilang dan didakwa dengan pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g dan Pasal 115 huruf a. Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b serta pasal tambahan apabila ditemukan pelanggaran lain.
Pihak kepolisian juga memberikan penjelasan mengenai barang bukti yang digunakan dalam tindak pelanggaran balap liar, dalam hal ini kepolisian akan menyita barang bukti tersebut. Namun, barang bukti yang disita dapat diambil oleh pelanggar dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut,
a.	Menghadiri sidang pada pengadilan
b.	Menunjukkan bukti pembayaran denda di Pengadilan
c.	Mengembalikan kelengkapan kendaraan yang dipakai sesuai dengan standart
d.	Membuat dan menyetujui surat pernyataan tidak akan mengikuti balap liar

Ketentuan Pasal 287 ayat (5) UU LLAJ berbunyi :
“Dalam orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

	Artinya setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang memacu kendaraanya melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan, yakni dalam kota 50 Km/jam, Luar kota 80 Km/jam, pemukiman (keramaian) 25 Km/jam dan Jalan bebas hambatan (tol) 100 Km/jam. Denda yang dimaksudkan dalam pasal tersebut merupakan denda maksimal yang dapat diterima oleh pelanggar dan tidak menutup kemungkinan sanksi pidana diputuskan melalui pengadilan, sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu. 
Adapun faktor pendukung yang terjadi dalam proses penegakan Pasal 115 UU LLAJ terkait dengan tindak pelanggaran balap liar di Polrestabes Surabaya ialah:
1.	Pendukung penegakan:
a.	Anggota ke TKP (tempat kejadian perkara)
b.	Ada barang bukti saksi maupun alat yang digunakan pelaku
c.	Mempunyai surat perintah tugas
d.	Menyimpan barang bukti dan memintai keterangan dari para saksi
e.	Membuat laporan polisi setelah itu baru penyelidikan
Penegakan mengenai Pasal 115 UU LLAJ menurut keterangan pihak Polrestabes Surabaya telah semaksimal mungkin dilakukan oleh setiap jajaran yang didalamnya, pihak Polrestabes Surabaya hanya berwenang dalam mencari tindak pidana, tersangka dan barang bukti saja. Pada selanjutnya pihak pengadilan yang memutuskan vonisnya. Prosesnya Polisi hanya memberikan berkas bukti pelanggaran balap liar kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan tanggal sidang yang ditulis pada blangko bukti pelanggaran tersebut.
Pihak Polrestabes Surabaya juga mempunyai usaha dalam menekan terjadinya tindak balap liar dalam hal ini baik usaha preventif maupun usaha represif. Usaha pencagahan terhadap pelanggaran balap liar yang pertama kali dilakukan oleh seseorang, dalam melakukan upaya preventif polrestabes Surabaya. Melakukan dua upaya yaitu:
1.	Melakukan sosialisasi atau penyuluhan pada masyarakat
Penyuluhan tersebut dilakukan untuk memberi informasi kepada masyarakat, ditempat umum maupun khusus seperti, sekolah, kampus, kecamatan desa, terminal dan melalui sarana media cetak. Penyuluhan tersebut dilakukan untuk menjelaskan akan dampak yang ditimbulkan dalam balap liar.
Pencegahan juga dilakukan oleh unit Satlantas Polrestabes Surabaya dengan menganalisa pelaku balap liar yang didominasi oleh pelaku yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Unit tersebut masuk masuk ke sekolah untuk memberikan pengarahan secara rutin tentang budaya tertib berlalu lintas, termasuk dalam hal ini menyampaikan ancaman hukuman bagi pelaku balap liar.
2.	Patroli secara Periodik
Wilayah-wilayah yang sering dijadikan lokasi balap liar di Surabaya telah dipetakan oleh Pihak Polrestabes Surabaya. Upaya tersebut mempunyai tujuan untuk memudahkan anggota patrol Polrestabes Surabaya dalam menyisir tempat tersebut secara periodik.
Upaya Represif merupakan segala upaya yang ditunjukkan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolong kembali ke jalan yang benar agar tidak mengulangi perbuatannya dalam hal ini memberikan efek jera terhadap pelaku. Tindakan represif Kepolisian Polrestabes Surabaya dilakukan secara represif melalui berikut ini,
1.	Melaksanakan operasi rutin dan operasi khusus yang dilakukan oleh pihak Polrestabes
Operasi atau razia kepolisian yang berkesinambungan oleh aparat keamanan atau aparat penegak hukum terhadap penyakit masyarakat (pekat) besar artinya berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan harapan para oknum untuk mengulangi lagi pelanggaran balap liar tersebut juga dimaksudkan kepada masyarakat bahwa kepolisian akan memberantas penyakit masyarakat tersebut.
2.	Melakukan penangkapan dan menyita barang bukti
Dalam hal ini kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan pelaku balap liar dan menyita barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan balap liar seperti motor, atau atribut yang lain.
3.	Pembubaran
Kepolisian dari Polrestabes Surabaya jika mendapati orang yang melakukan kegiatan balap liar akan melakukan pembubaran kegiatan tersebut, apabila sudah dibubarkan para pelaku tersebut masih melakukan balap liar, maka kepolisian Polrestabes Surabaya akan menangkap para pelaku balap liar tersebut.
Berikut merupakan hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak Polrestabes Surabaya selaku penegak hukum dalam melakukan penegakan terhadap Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ. Hambatan merupakan sebuah keadaan yang menjadi kendala dalam penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ sehingga usaha penegakan masih belum dapat dilakukan secara maksimal dan belum dapat diatasi tindak balap liar tersebut. Adapun hambatan yang dialami oleh pihak Polrestabes Surabaya dalam penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ sebagai berikut:

a.	Keterbatasan jumlah personel atau anggota dari pihak Polrestabes Surabaya
Dalam penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ mengenai tindak pelanggaran balap liar, kurangnya personel menjadi hambatan yang sering dialami. Hal tersebut dikarenakan dilihat dari jumlah pelanggar lebih banyak dibandingkan dengan anggota dari Polrestabes Surabaya, dibuktikan dengan adanya operasi gabungan yang dilakukan bersama dengan pihak Satpol PP maupun TNI.
b.	Sumber daya yang diperlukan dalam upaya Traffic Law Enforcement terhadap pelanggaran balap liar
Pada penjelasan sebelumnya Traffic Law Enforcement merupakan sebuah sistem yang bertujuan sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas. Sumber daya yang dimaksud merupakan sarana dan fasilitas penunjang, seperti pemasangan kamera pengawas pada sudut jalan, rambu lalu lintas, pengeras suara pada lampu lalu lintas dan lain-lain. Adanya sistem tersebut lebih mengoptimalkan pihak Polrestabes Surabaya dalam menegakkan Peraturan perundang undangan khususnya mengenai Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ. Sistem dapat dijalankan secara optimal jika sarana dan sumber daya juga dapat dipenuhi.
c.	Batasan Hak Asasi Manusia pada penanganan kasus balap liar yang membuat lebih kompleks
Pihak Polrestabes Surabaya menjelaskan bahwa kebanyakan pelaku maupun pelanggar adalah usia remaja dan duduk pada bangku sekolah menegah pertama maupun atas. Batasan HAM pada penanganan ini terjadi pada tindakan represif pihak Polrestabes Surabaya yang berada di tempat dimana balap liar dilakukan. Pelanggar yang tidak terlibat secara langsung dan masih duduk di bangku sekolah, hanya diberi peringatan saja, jika tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Lain hal dengan pelanggar yang secara langsung terlibat dengan adanya tindak balap liar tersebut akan ditindak secara tegas dengan menarik kendaraan yang dijadikan kendaraan untuk balap liar, namun pada proses ini pelaku yang masih dalam usia remaja dan tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi hanya dapat dikembalikan pada orang tua dengan memberikan peringatan.
Kesan efek jera yang seharusnya timbul akibat adanya tindakan dari pihak Polrestabes Surabaya menjadi kurang atau bahkan tidak ada melihat bahwa pelanggar tersebut masih dibawah umur dan dianggap belum bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. 
d.	Ringannya denda terhadap pelanggar balap liar
Pihak Polrestabes Surabaya memberikan denda kepada pelaku balap liar dengan tidak maksimal. Hal tersebut berakibat pada tidak adanya efek jera pelaku dan memungkinkan pelaku untuk mengulangi perbuatannya kembali.
Faktor penghambat proses penegakan tersebut menurut Satlantas Polrestabes Surabaya disebabkan karena kurangnya efek jera yang dikenakan pada pelaku. Hal tersebut dibuktikan pada pengadilan belum memberikan pidana maksimal sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 287 dan Pasal 297 UU LLAJ pada pelaku balap liar. Sumber daya manusia dalam hal ini jumlah personel yang kurang memadai dalam menegakkan hukumnya.

B.	Pembahasan
a)	Pembahasan Tentang Penegakan Pasal 115 UU LLAJ
Pelanggaran lalu lintas terkait dengan perbuatan balap liar merupakan Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Apabila melanggar pasal 115 hukuman yang diberikan dapat dipidana karena melanggar dua pasal sekaligus dalam UU LLAJ. Pasal 115 a dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima raturs ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 287 ayat (5) UU LLAJ. 
Pasal 297 UU LLAJ merupakan ketentuan pidana bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Pelanggaran ini diproses sesuai dengan KUHAP dengan alur peradilan cepat atau rol yaitu mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pelimpahan ke pengadilan, sampai keluarnya putusan hakim yang merupakan pemberian putusan sanksi kepada pelanggar lalu lintas sesuai dengan Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 297 UU LLAJ.
Manurut Soedjono. D Preventif merupakan upaya yang seharusnya dilakukan untuk mencegah perbuatan balap liar dilakukan dan mempunyai tujuan untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.​[4]​ hal ini belum dilakukan secara maksimal oleh pihak kepolisian, dikarenakan sebagai berikut:
a.	Pihak kepolisian hanya melakukan patroli biasa dalam batas waktu tertentu untuk menyusur jalan yang sering digunakan untuk balap liar sehingga pelaku biasanya menunggu hingga patroli tersebut selesai
b.	Pihak kepolisian tidak bekerjasama dengan masyarakat, terbukti ketika balap liar yang terjadi jarang ada masyarakat yang melaporkan kepada polisi
Secara represif pihak kepolisian dalam menegakkan Pasal 115 UU LLAJ mempunyai tujuan sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi.​[5]​ Upaya represif belum juga maksimal dengan peraturan yang berlaku. Hal ini karena :
a.	Pihak kepolisian sangat kekurangan personil atau anggota saat melakukan penangkapan dibandingkan dengan jumlah pelanggar yang berada di lapangan
b.	Pihak kepolisian tidak bekerja sama dengan pihak Pengadilan Negeri Surabaya, karena sanksi yang berikan masih brlum maksimal, untuk memberikan efek jera pada pelaku
Pada Pasal 115 UU LLAJ, maka polisi harus mencegah terjadinya balap liar dan memberikan efek jera terhadap pelaku balap liar. Hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak melakukan pembubaran kepada pelaku balap liar maka penegakan hukum tidak berjalan karena polisi merupakan salah satu faktor dalam penegakan hukum. Jika melihat dari penyebab tidak tegaknya Pasal 115 UU LLAJ maka hal yang menghambat penegakan hukum tersebut adalah polisi membiarkan pelanggaran hukum terjadi dan kurangnya inovasi dalam penegakan hukum.
Berdasarkan hasil observasi, masih banyak pengguna kendaraan bermotor yang melakukan balap liar. Terbukti pada banyaknya pelaku yang tertangkap pada saat polisi melakukan operasi pembubaran balap liar. Pelaku yang tertangkap dapat mengulangi perbuatan balap liar, dikarenakan pidana yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera. Hal tersebut membuktikan perlunya penegakan yang lebih maksimal kepada pelaku balap liar. 
Lambatnya penerapan disiplin berlalulintas terhadap masyarakat dipengaruhi tidak terlaksananya penegakan hukum sebagaimana mestinya kepada orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Faktor petugas sebagai penegak hukum harus mampu melaksanakan tugas yaitu menegakkan sanksi bagi pelaku balap liar. Polisi harus melakukan berbagai upaya penegakan hukum sebagai bentuk tanggung jawab.
Pihak kepolisian harus melakukan berbagai upaya agar setiap pengendara kendaraan bermotor tidak melakukan balap liar. Hal ini karena kenyataan dilapangan masih banyak aksi balap liar yang diketahui oleh masyarakat namun tidak ditindak oleh kepolisian khususnya oleh Polrestabes Surabaya. Fakta ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan polisi masih belum maksimal.
Selain tidak melakukan sosialisasi secara maksimal, polisi juga tidak menegakkan Pasal 115 UU LLAJ secara tegas. Hal ini menyebabkan pelaku tidak mempunyai rasa takut dalam menggunakan sirine pada kendaraan pribadi. Ketidaktegasan polisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum. 
Polisi harus melakukan sosialiasi dan penyuluhan lebih intens kepada sekolah dikarenakan mayoritas pelaku pada usia sekolah menengah pertama dan atas.  Sosialiasi dan penyuluhan lebih intens yang dimaksud adalah dilakukan secara berkala dengan jadwal yang teratur. Selain itu, pihak kepolisian juga harus melakukan razia secara berkala pada daerah yang sering terjadi balap liar terutama pada jam malam dan hari libur. Tidak hanya itu, polisi juga harus memberikan tindakan terhadap pelaku balap liar, yaitu harus bisa melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas. 
Kendati aspek penegakan hukum terdiri dari lima hal, akan tetapi polisi mempunyai peran yang dominan. Mohammad Hatta menyatakan bahwa aparat penegak hukum memegang kendali yang besar dalam penegakan hukum. Penegakan hukum harus disokong dengan aparat penegak hukum yang dalam bertugas berdasarkan kepada keadilan sosial yang berprikemanusiaan. Aparat penegak hukum harus mempunyai SDM yang berkualitas​[6]​. 
Apabila penegakan hukum bermasalah maka yang harus dievaluasi pertama kali  adalah aparat penegak hukum. Penerapan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera dari aparat penegak hukum akan memberikan efek efektifitas terhadap penegakan hukum. Jika tidak demikian, maka penegakan hukum bagi tindak pelanggaran balap liar akan tetap terus terjadi.

b)	Kendala Pembahasan Tentang Hambatan Penegakan Pasal 115 UU LLAJ
Kendala atau Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum akan terhambat jika salah satu faktor yang mempengaruhinya tidak berjalan dengan baik. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara tepat tidak diatur dalam hukum  Adapun faktor tersebut meliputi :
1.	Faktor hukumnya sendiri.
2.	Faktor penegak hukum.
3.	Faktor sarana atau fasilitas.
4.	Faktor masyarakat.
5.	Faktor Kebudayaan.​[7]​
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan sebuah tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum. 
Pembahasan mengenai penegakan Pasal 115 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ akan diuraikan menurut teori yang diungkapkan oleh Soejono Soekanto diatas, sehingga dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.

1.	Penegak hukum
Penegak hukum merupakan kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegakan terhadap hukum itu sendiri tetapi juga dapat mencakup penjaga kedamaian (peace maintence). Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.​[8]​ Pada faktor penegak hukum sangat mempunyai andil yang besar dalam usaha mencegah dan mengatasi terjadinya tindak balap liar, dikarenakan pihak penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian Polrestabes Surabaya merupakan aparat yang harus selalu berada di lapangan dalam menyelesaikan permasalahan ini. 
Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa permasalahan yang sering muncul dari penegakan hukum berasal dari faktor penega hukum itu sendiri. Permasalahan tersebut berakar dari pelaksanaan sosialisasi yang tidak maksimal bahkan tidak dilaksanakan kepada masyarakat. Permasalahaan juga dapat muncul dari penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang tidak bisa memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Terkait hal ini upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Surabaya sebagai berikut:
a.	Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada para pelaku tindak balap liar tentang bahaya melakukan balap liar yang merugikan diri sendiri dan merugikan pihak lain seperti masyarakat sekitar
b.	Mengadakan razia rutin pada tempat-tempat yang biasa digunakan tindak balap liar. Usaha tersebut bertujuan agar tindak balap liat tidak akan terjadi lagi
c.	Melakukan penindakan secara tegas dengan bekerja sama dengan pihak pengadilan bagi para pelaku yang secara terang melakukan tindak balap liar
Upaya tersebut seharusnya diakukan oleh pihak penegak hukum, namun dalam hal ini tidak dilakukan secara maksimal sehingga berakibat pada lemahnya penegakan terhadap balap liar. Lemahnya penegakan terjadi karena faktor berikut:
a.	Penegak hukum sangat kurang dalam kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat 
b.	Penegak hukum yang ada kurang dalam pengabdian diri kepada negara
c.	Kurangnya inovasi dalam penegakan hukum terkait penanggulangan balap liar
Teori penegakan yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto telah sesuai dengan realita yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap balap liar yang terjadi di Surabaya. Aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum dengan memberikan efek jera dan penyesuaian terhadap pelanggaran yang sering terjadi pada jalan raya. Bukan hanya sekedar melakukan penegakan hukum dengan cara-cara yang baisa dalam penegakan hukum. Penegakan hukum terkait dengan balap liar di Kota Surabaya perlu langkah yang tegas dan disiplin oleh pihak kepolisian, sehingga membrikan efek jera kepada setiap pelaku.

2.	Sarana atau Fasilitas
Penegakan hukum berlangsung dengan baik, jika ada sarana atau fasilitas yang tertentu yang menunjang. Mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang menunjang dll. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyelaraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang terjadi dalam pelakasanaan.
Traffic Law Enforcement merupakan salah satu program andalan yang digunakan dalam melakukan penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlu adanya proses yang cukup lama mengenai program tersebut, dikarenakan mengingat sumber daya manusia yang terbatas dan butuh biaya besar dalam melakukan sistem tersebut. Contohnya memperbanyak pos polisi, memberikan peringatan melalui pengeras suara pada lampu lalu lintas serta memasang kamera pengawas jalan yang terintegrasi secara langsung dengan sistem komputer pada Polrestabes Surabaya.
3.	Faktor Masyarakat
Masyarakat jelas berperan dalam penegakan hukum, dikarenakan penegakan hukum sendiri digunakan sebagai alat untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Perbuatan pidana balap liar yang secara nyata bersifat melawan hukum dan anti sosial pada dasarnya tidak disukai oleh masyarakat dan dapat disebut dengan social problem. Pada dasarnya permasalahan sosial merupakan perbuatan yang menyangkut nilai sosial dan moral, karena dianggap melakukan perbuatan yang immoral, atau berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Dalam hal ini permasalahan sosial yang ada tidak mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.​[9]​
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap berlakunya sebuah undang-undang merupakan pernyataan dan data mengenai banyaknya pelaku yang diungkapkan oleh pihak penegak hukum yakni Polisi Satlantas Polrestabes Surabaya. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan pelaku balap liar bahwa balap liar masih dapat dilakukan pada saat pengawasan yang dilakukan oleh Polisi lengang.
Pihak Kepolisian menerangkan bahwa, pihak pengadilan pernah memberikan vonis maksimal pada pelaku. Pernyataan tersebut berkaitan dengan efek jera yang diterima bagi pelaku balap liar. Undang-Undang materil yakni undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemegang kekuasaan baik yang ada di pusat maupun daerah.​[10]​ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ telah memberikan syarat yang jelas mengenai adanya larangan terhadap tindak balap liar dengan dakwaan dengan pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g dan Pasal 115 huruf a. Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b.
Adanya peraturan tersebut memberi isyarat bahwa seharusnya tidak ada pelaku tindak balap liar yang dapat lolos dari jeratan hukum, sehingga memberikan kepastian hukum kepada perbuatan pelanggar terkait dengan penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Hambatan ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat, masyarakat dalam hal ini adalah pelaku balap liar. Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa indikasi tentang kesadaran hukum dalam masyarakat, antara lain :
1.	Pengetahuan Hukum, masyarakat memliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
2.	 Harus paham, masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang.
3.	Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
4.	Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.
Keterlibatan masyarakat dalam melakukan penegakan terhadap adanya larangan tindak balap liar dapat berupa:
a.	Memberi nasehat secara langsung kepada anak atau orang yang melakukan tindak balap liar untuk meninggalkan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bahaya melakukan tindak balap liar tersebut
b.	Bekerjasama dengan pihak terkait dalam memberikan solusi terhadap tindak balap liar yang membahayakan masyarakat
Masyarakat bertindak aktif dengan melapor kepada Polrestabes Surabaya mengenai adanya perbuatan balap liar sehingga dapat dilakukan upaya lebih lanjut dan secara menyeluruh
PENUTUP
A.	Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan, yang telah diuraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagaimana berikut:
1.	Bahwa penegakan terhadap Pasal 115 (balap liar) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum dilakukan secara maksimal oleh pihak Satlantas Polrestabes Surabaya. Pihak kepolisian kurang berdisipilin dalam melakukan penegakan terkait dengan pelarangan balap liar, sehingga menyebabkan tidak adanya efek jera kepada pelaku.
Faktor penghambat penyelesaian penegakan mengenai larangan adanya praktek balap liar disebabkan adanya masalah terkait dengan faktor penegakan yang disebutkan pada bab sebelumnya. Hal ini dikarenakan Ketentuan pidana yang secara maksimal telah diatur dalam undang-undang belum pernah sekalipun belum dapat diterapkan pihak pengadilan. Faktor undang-undang atau hukum tersebut masih menjadi kendala sehingga belum ada efek jera bagi para pelanggar lalu lintas tersebut. Selanjutnya mengenai faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan terhadap balap liar Polrestabes Surabaya. Traffic Law Enforcement merupakan salah satu upaya dalam mencegah dan mengatasi adanya praktek balap liar di Surabaya, untuk itu masih membutuhkan perbaikan dan penambahan demi menunjang program tersebut. Batasan mengenai HAM membuat penanganan balap liar juga menjadi lebih rumit dan kompleks. Hal ini didasari bahwa pelaku balap liar merupakan remaja yang masih mengenyam bangku sekolah antara SMP dan SMA sehingga pihak Satlantas Polrestabes Surabaya masih memberikan toleransi pada pelaku. Permasalahan mengenai kurangnya personel juga menjadi penghambat bagi Polrestabes Surabaya dalam mengatasi tindak pelanggaran balap liar di Surabaya. 




Berdasarkan hasil penelitian yang tealah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
1.	Penegakan terhadap balap liar perlu adanya penambahan personil Kepolisian dalam satuan lalu lintas di Polrestabes Surabaya dan Menambah fasilitas yang menunjang program Traffic Law Enforcement yang bertujuan sebagai penegakkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
2.	Penulis juga berpendapat bahwa pihak Polrestabes Surabaya untuk lebih menjalin kerjasama yang baik kepada masyarakat sebagai uapaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tujuan hukum dalam berlalu lintas yang baik dan benar.
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